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Abstract. Indonesia’s quota-based Measured Fishing Policy (Penangkapan Ikan Terukur, PIT) shifts capture
fisheries management toward catch-based output control. This study examined PIT implementation in Bitung and
its association with the perceived socioeconomic conditions of local fishers and the activity and sustainability of
fisheries businesses. The study was conducted from March to June 2026 using a quantitative approach supported
by semi-structured interviews and document review. Fifty-one respondents, comprising local fishers and fisheries
business actors, were purposively selected. Policy implementation was measured through communication,
resources, disposition, and bureaucratic structure based on the Edwards |11 framework. Questionnaire data were
analysed using partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in SmartPLS 4. All indicators had
outer loadings above 0.70, while average variance extracted, Cronbach’s alpha, and composite reliability met the
criteria for convergent validity and internal consistency. In the fisher model, the four implementation dimensions
explained 76.0% of the variance in perceived socioeconomic conditions (R2=0.760), with resources as the only
positive and significant dimension (=0.755; p=0.020). In the business model, 56.4% of the variance in business
activity and sustainability was explained (R2=0.564), and communication was the only positive and significant
dimension (p=0.417; p=0.002). The findings indicate that PIT requires differentiated implementation strategies:
stronger resource support for local fishers and consistent regulatory communication for fisheries businesses. Path
estimates in the fisher model should be interpreted cautiously because three implementation dimensions showed
high multicollinearity.

Keywords: fisheries policy; measured fishing; catch quota; local fishers; fisheries businesses; PLS-SEM

Abstrak. Kebijakan Penangkapan lkan Terukur (PIT) mengarahkan pengelolaan perikanan tangkap Indonesia pada
pengendalian hasil berbasis kuota. Penelitian ini menganalisis implementasi PIT di Kota Bitung serta hubungannya dengan
persepsi kondisi sosial ekonomi nelayan lokal dan aktivitas serta keberlanjutan usaha perikanan. Penelitian dilaksanakan pada
Maret-Juni 2026 menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung wawancara semi-terstruktur dan telaah dokumen.
Sebanyak 51 responden yang terdiri atas nelayan lokal dan pelaku usaha perikanan dipilih secara purposif. Implementasi
kebijakan diukur melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan model Edwards I11.
Data kuesioner dianalisis menggunakan partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4.
Seluruh indikator memiliki outer loading lebih dari 0,70, sedangkan nilai average variance extracted, Cronbach’s alpha, dan
composite reliability memenuhi kriteria validitas konvergen dan konsistensi internal. Pada model nelayan, keempat dimensi
implementasi menjelaskan 76,0% variasi persepsi kondisi sosial ekonomi (R2=0,760), dengan sumber daya sebagai satu-
satunya dimensi yang berhubungan positif dan signifikan ($=0,755; p=0,020). Pada model pelaku usaha, 56,4% variasi
aktivitas dan keberlanjutan usaha dapat dijelaskan (R2=0,564), dan komunikasi merupakan satu-satunya dimensi yang
berhubungan positif dan signifikan ($=0,417; p=0,002). Temuan menunjukkan bahwa penerapan PIT memerlukan strategi
yang berbeda menurut kelompok sasaran, yaitu penguatan dukungan sumber daya bagi nelayan lokal dan komunikasi regulasi
yang konsisten bagi pelaku usaha. Estimasi jalur pada model nelayan perlu ditafsirkan secara hati-hati karena terdapat multi
kolinearitas tinggi pada tiga dimensi implementasi.

Kata kunci: kebijakan perikanan; penangkapan ikan terukur; kuota penangkapan; nelayan lokal; pelaku usaha perikanan; PLS-
SEM

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap tetap menjadi bagian penting dari sistem pangan, mata pencaharian
pesisir, dan perdagangan hasil perairan. Produksi perikanan dan akuakultur global mencapai
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235 juta ton pada 2024, tetapi keberlanjutan perikanan tangkap tidak dapat dinilai hanya dari
volume produksi. Pengelolaan juga perlu menjaga kesehatan stok, ketahanan sosial, distribusi
manfaat, dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi maupun
lingkungan (FAO, 2026; Roberts et al., 2024). Pengendalian hasil tangkapan melalui kuota
digunakan untuk membatasi pemanfaatan stok dan mengurangi perlombaan menangkap ikan.
Namun, sistem kuota tidak dengan sendirinya menghasilkan manfaat yang merata karena
dampaknya bergantung pada desain alokasi, kapasitas pengawasan, akses informasi, dan posisi
tawar pengguna sumber daya (Hoshino et al., 2020; Bertheussen & Vassdal, 2023).

Persoalan keadilan menjadi penting pada wilayah yang mempertemukan perikanan
skala kecil dengan perusahaan penangkapan, pengolahan, distribusi, dan ekspor. Nelayan skala
kecil bukan kelompok yang homogen; mereka berbeda dalam kepemilikan aset, teknologi,
orientasi pasar, ketergantungan pada sumber daya, dan kemampuan menanggung biaya
penyesuaian. Kebijakan yang mengabaikan keragaman tersebut berisiko memperbesar
ketimpangan akses dan memindahkan beban transisi kepada kelompok yang lebih rentan (Short
etal., 2021; Islam & Chuenpagdee, 2022). Karena itu, pengelolaan perikanan berbasis hak atau
kuota perlu memadukan keberlanjutan biologis dengan transparansi, partisipasi, dan pembagian
manfaat yang adil (Crosman et al., 2022).

Di Indonesia, Penangkapan Ikan Terukur (P1T) memiliki dasar hukum melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28
Tahun 2023. PIT didefinisikan sebagai penangkapan yang terkendali dan proporsional
berdasarkan kuota pada zona penangkapan tertentu untuk menjaga sumber daya ikan dan
lingkungannya sekaligus mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi (Pemerintah Republik
Indonesia, 2023; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023). Kebijakan
ini menandai pergeseran dari dominasi pengendalian input, seperti perizinan kapal dan alat
tangkap, menuju pengendalian output melalui penetapan dan pemanfaatan kuota. Pergeseran
tersebut memerlukan data tangkapan yang dapat dipercaya, sistem pelaporan, kesiapan
pelabuhan pendaratan, pengawasan, koordinasi lintas lembaga, serta pemahaman pelaku
terhadap hak dan kewajibannya (Luthfia, 2023; Sari et al., 2021; Trenggono, 2023).

Kajian mengenai PIT menunjukkan bahwa Kkesiapan implementasi berbeda
antarwilayah. Pada tingkat pelabuhan, pelaksanaannya dipengaruhi oleh kelembagaan,
kapasitas fasilitas, pengawasan, pengalaman pelaku, dan koordinasi pemangku kepentingan
(Nugroho et al., 2025). Di Kota Dumai, koordinasi pusat-daerah, infrastruktur, sistem informasi,
dan pelatihan masih menjadi unsur yang perlu diperkuat (Pertasari et al., 2025). Penelitian
mengenai komunikasi PIT juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang konsisten dan sesuai
dengan karakter penerima diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan resistensi
(Gerungan et al., 2024). Sementara itu, persepsi nelayan terhadap sistem kuota dipengaruhi oleh
pemahaman kebijakan, keadilan alokasi, serta konsekuensinya terhadap pendapatan dan akses
penangkapan (Tawari et al., 2025).

Kota Bitung merupakan pusat perikanan tangkap dan pengolahan di Indonesia timur
yang terhubung dengan WPPNRI 715. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung,
armada penangkapan, industri pengolahan, dan jaringan perdagangan menyebabkan perubahan
tata kelola kuota berpotensi memengaruhi nelayan dan pelaku usaha pada bagian yang berbeda
dalam rantai nilai perikanan (Witomo & Wardono, 2012; Zulham, 2011). Namun, bukti empiris
yang membandingkan faktor implementasi PIT dalam kaitannya dengan persepsi dampak pada
nelayan lokal dan pelaku usaha di Bitung masih terbatas. Kesenjangan ini penting karena
kebutuhan kedua kelompok tidak selalu sama: nelayan dapat lebih bergantung pada dukungan
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fasilitas dan kapasitas operasional, sedangkan pelaku usaha dapat lebih sensitif terhadap
konsistensi informasi dan kepastian administrasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka implementasi Edwards Il1, yang menempatkan
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai dimensi utama
implementasi kebijakan (Edwards 111, 1980). Kebaruan penelitian terletak pada pengujian dua
model hasil dalam satu konteks kebijakan lokal, yaitu persepsi kondisi sosial ekonomi nelayan
dan persepsi aktivitas serta keberlanjutan usaha perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk
menilai implementasi PIT di Kota Bitung, menganalisis hubungan dimensi implementasi
dengan kondisi sosial ekonomi nelayan lokal, serta menganalisis hubungan dimensi
implementasi dengan aktivitas dan keberlanjutan pelaku usaha perikanan.

Kebijakan Penangkapan lkan Terusour [PIT)
berbasis kuota

v

NpMrertal kidsjakan
{Edwards 11}
e g

Gambar 1. Kerangka konseptual hubungan dimensi implementasi PIT dengan persepsi hasil pada
nelayan lokal dan pelaku usaha perikanan.

BAHAN DAN METODE

2.1 Desain, lokasi, dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada Maret-Juni 2026.
Kota Bitung dipilih karena merupakan pusat kegiatan penangkapan, pendaratan, pengolahan,
dan perdagangan hasil perikanan yang berkaitan dengan WPPNRI 715 serta implementasi PIT.
Penelitian menggunakan desain potong lintang dengan pendekatan kuantitatif sebagai
komponen utama. Wawancara semi-terstruktur dan telaah dokumen digunakan untuk
memperkuat pemahaman mengenai konteks implementasi, sedangkan pengujian hubungan
antar variabel didasarkan pada data kuesioner.

2.2 Populasi, sampel, dan pemilihan responden

Populasi penelitian mencakup pihak yang terkait dengan implementasi PIT di Kota
Bitung. Sebanyak 51 responden dipilih melalui purposive sampling (Creswell & Creswell,
2018). Responden terdiri atas nelayan lokal dan pelaku usaha perikanan, termasuk pemilik
kapal, pengusaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha terkait. Kriteria responden meliputi: (1)
aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Kota Bitung; (2) terlibat langsung dalam
usaha perikanan tangkap atau kegiatan usaha terkait; dan (3) mengetahui atau mengalami
konsekuensi penerapan PIT.

Instrumen dan pengumpulan data
Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert empat
poin, yaitu 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=setuju, dan 4=sangat setuju. Instrumen
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implementasi PIT terdiri atas 12 indikator yang merepresentasikan komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Persepsi kondisi sosial ekonomi nelayan diukur melalui lima
indikator, sedangkan persepsi aktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan diukur melalui lima
indikator. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara
purposif.

Tabel 1. Variabel dan indikator dalam model PLS-SEM.

Variabel Kode Indikator operasional
Komunikasi X1.1-X1.3 Kejelasan informasi PIT; jangkauan sosialisasi; konsistensi informasi
Sumber daya X2.1-X2.3 Ketersediaan fasilitas; kecukupan personel pelaksana; dukungan

teknologi

Disposisi X3.1-X3.3 Komitmen pemerintah; responsivitas; transparansi pelaksana
Struktur birokrasi X4.1-X4.3 Kejelasan tugas; koordinasi antarinstansi; prosedur administrasi
Persepsi hasil pada nelayan Y1.1-Y15 Pendapatan; akses sumber daya ikan; stabilitas tangkapan;
lokal kesejahteraan; keamanan dan kenyamanan melaut
Persepsi hasil pada pelaku Y2.1-Y25 Efisiensi  operasional; kepastian usaha; biaya operasional;
usaha keberlanjutan usaha; kemudahan perizinan

Seluruh indikator diperlakukan sebagai pengukuran reflektif. Variabel hasil
merepresentasikan persepsi responden dan bukan catatan pendapatan, biaya, hasil tangkapan,
atau kinerja usaha yang diaudit.

Analisis data

Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan partial least squares structural
equation modeling (PLS-SEM) melalui SmartPLS 4. Dua model struktural diestimasi. Model
pertama menghubungkan empat dimensi implementasi dengan persepsi kondisi sosial ekonomi
nelayan lokal, sedangkan model kedua menghubungkan dimensi yang sama dengan persepsi
aktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan. PLS-SEM digunakan karena model memuat
beberapa konstruk laten dengan sejumlah indikator dan penelitian memiliki ukuran sampel yang
relatif terbatas (Hair et al., 2019, 2022).

Model pengukuran reflektif dievaluasi menggunakan outer loading (>0,70), average
variance extracted (AVE; >0,50), Cronbach’s alpha (>0,70), dan composite reliability (CR;
>0,70). Validitas diskriminan tidak dapat dievaluasi lebih lanjut karena keluaran heterotrait-
monotrait ratio (HTMT) atau matriks Fornell-Larcker tidak tersedia (Henseler et al., 2015).
Model struktural dievaluasi menggunakan variance inflation factor (VIF), koefisien determinasi
(R? dan adjusted R?), koefisien jalur, statistik t, serta nilai p hasil bootstrapping. Hubungan
dinyatakan signifikan pada 0=0,05 (dua arah; t>1,96 atau p<0,05). Nilai VIF di bawah 5
digunakan sebagai acuan tidak adanya masalah kolinearitas yang berarti; koefisien pada
konstruk dengan VIF lebih tinggi ditafsirkan secara hati-hati (Hair et al., 2022).

Hasil

Kualitas model pengukuran

Seluruh outer loading yang dilaporkan melampaui 0,70 pada kedua model. Pada model
nelayan, loading berkisar 0,806-0,990, AVE 0,744-0,928, Cronbach’s alpha 0,828-0,981, dan
CR 0,897-0,985. Pada model pelaku usaha, loading berkisar 0,758-0,889, AVE 0,644-0,752,
Cronbach’s alpha 0,729-0,862, dan CR 0,844-0,901. Hasil tersebut mendukung reliabilitas
indikator, validitas konvergen, dan konsistensi internal variabel (Tabel 2).

Model struktural pada nelayan lokal
Keempat dimensi implementasi menjelaskan 76,0% variasi persepsi kondisi sosial
ekonomi nelayan lokal (R2=0,760; adjusted R2=0,741). Sumber daya berhubungan positif dan
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signifikan dengan persepsi hasil nelayan (B=0,755; t=2,322; p=0,020). Struktur birokrasi
memiliki koefisien positif, tetapi belum memenubhi kriteria signifikansi pada a=0,05 (f=0,800;
t=1,922; p=0,055). Komunikasi dan disposisi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.
Tiga dimensi memiliki VIF di atas 5, yaitu struktur birokrasi (11,181), komunikasi (7,606), dan
disposisi (7,127), sedangkan sumber daya memiliki VIF 2,977. Kondisi tersebut menunjukkan
tumpang tindih varians antar dimensi sehingga besar dan arah koefisien individual pada model
nelayan perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Tabel 2. Ringkasan evaluasi model pengukuran reflektif.

Model Variabel 'ch:;f‘ﬁg AVE | Crombacha | CR
Nelayan Komunikasi 0,882-0,979 0,878 0,932 0,956
Nelayan Sumber daya 0,829-0,903 0,766 0,847 0,907
Nelayan Disposisi 0,879-0,983 0,865 0,921 0,951
Nelayan Struktur birokrasi 0,806-0,912 0,744 0,828 0,897
Nelayan Perﬁg{f;ahnas" 0,940-0,990 0,928 0,981 0,985
Pelaku usaha Komunikasi 0,852-0,889 0,752 0,836 0,901
Pelaku usaha Sumber daya 0,802-0,852 0,688 0,775 0,868*
Pelaku usaha Disposisi 0,797-0,867 0,694 0,784 0,872
Pelaku usaha Struktur birokrasi 0,765-0,830 0,644 0,729 0,844
Pelaku usaha | Persepsi hasil usaha 0,758-0,874 0,646 0,862 0,901

AVE=average variance extracted; CR=composite reliability.

Tabel 3. Hasil model struktural untuk persepsi kondisi sosial ekonomi nelayan lokal.

Jalur B t p VIF Interpretasi
Komunikasi — -0,070 0,139 0,890 7,606 Tidak signifikan
hasil nelayan
Sumber daya — 0,755 2322 0,020 2,977 Positif;
hasil nelayan signifikan
Disposisi — hasil | 4 594 1,351 0,177 7127 | Tidak signifikan
nelayan
Struktgr birokrasi 0,800 1,922 0,055 11,181 Po_smf;_tldak
— hasil nelayan signifikan

R2=0,760; adjusted R2=0,741.

Model struktural pada pelaku usaha perikanan

Model pelaku usaha menjelaskan 56,4% variasi persepsi aktivitas dan keberlanjutan
usaha (R?=0,564; adjusted R2=0,529). Komunikasi merupakan satu-satunya dimensi yang
berhubungan positif dan signifikan (=0,417; t=3,049; p=0,002). Sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik. Nilai VIF
berkisar 2,144-3,978 dan berada di bawah ambang 5, sehingga masalah kolinearitas pada model
ini lebih rendah dibandingkan model nelayan.
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Garis utuh menunjukkan p<0,05; garis putus-putus menunjukkan p>0,05.
Gambar 2. Model struktural PLS-SEM untuk persepsi kondisi sosial ekonomi nelayan lokal.
Tabel 4. Hasil model struktural untuk persepsi aktivitas dan keberlanjutan pelaku usaha perikanan.

Jalur B t p VIF Interpretasi

Komunikasi — hasil pelaku usaha 0,417 3,049 0,002 2,144 Positif; signifikan

Sumber daya — hasil pelaku usaha | -0,003 0,013 0,990 3,794 Tidak signifikan
Disposisi — hasil pelaku usaha 0,301 1,501 0,133 3,978 Tidak signifikan

Struktur birokrasi — hasil pelaku
usaha

R2=0,564; adjusted R2=0,529.

0,129 1,045 0,296 2,389 Tidak signifikan

Kamwnlkas

3 B=0417.p=0002

Sumber caya -

=p = 0,003 p = 0990

Pergepsi aktvitus dan
keberlanjutan usaha

i R P 0301w O 13F e

EERSRCS e - A = 0.964
Disposisi o= o
B=0120p =206
= =3 =1
~ - S
Struktue birokrasi s
-~ -
pebos 0000 eeeeceae- P05

Garis utuh menunjukkan p<0,05; garis putus-putus menunjukkan p=>0,05. Sumber: data primer diolah (2026).
Gambar 3. Model struktural PLS-SEM untuk persepsi aktivitas dan keberlanjutan pelaku usaha perikanan.

Pembahasan

Perbedaan jalur implementasi antar kelompok sasaran

Hasil penelitian menunjukkan jalur implementasi yang berbeda pada dua kelompok
pemangku kepentingan. Bagi nelayan lokal, sumber daya merupakan satu-satunya dimensi yang
didukung secara statistik, sedangkan bagi pelaku usaha perikanan, komunikasi menjadi satu-
satunya dimensi yang signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PIT tidak tepat
dioperasionalkan sebagai paket kebijakan yang seragam. Regulasi yang sama dialami melalui
kendala yang berbeda menurut aset pelaku, kapasitas organisasi, posisi dalam rantai nilai, dan
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tingkat paparan terhadap ketidakpastian administrasi. Pola tersebut sejalan dengan literatur
yang menekankan heterogenitas perikanan skala kecil dan pentingnya dukungan material,
kelembagaan, serta informasi yang sesuai dengan konteks penerima kebijakan (Short et al.,
2021; Islam & Chuenpagdee, 2022).

Sumber daya dan persepsi kondisi nelayan lokal

Hubungan positif antara sumber daya dan persepsi hasil nelayan menunjukkan bahwa
manfaat kebijakan lebih mungkin dirasakan ketika implementasi disertai tenaga pelaksana,
fasilitas, teknologi, dan layanan yang dapat diakses. Pengelolaan berbasis kuota menuntut
nelayan memenuhi ketentuan pelaporan, pendaratan, pemantauan, dan perizinan. Bagi pelaku
skala kecil, persyaratan tersebut dapat menimbulkan biaya transaksi yang tidak proporsional
ketika infrastruktur digital, layanan pelabuhan, pembiayaan, atau bantuan teknis terbatas.
Pengalaman penerapan logbook pada perikanan skala kecil di Indonesia juga menunjukkan
bahwa sistem data dan kepatuhan perlu disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan realitas
operasional, bukan hanya mengandalkan kewajiban formal (Sari et al., 2021). Temuan ini
konsisten dengan kajian kesiapan PIT yang menempatkan infrastruktur, sumber daya manusia,
dan literasi digital sebagai prasyarat penting pelaksanaan kebijakan (Pertasari et al., 2025;
Nugroho et al., 2025).

Komunikasi tidak signifikan pada model nelayan, tetapi hasil ini tidak berarti bahwa
komunikasi tidak diperlukan. Indikator hasil mencakup pendapatan, akses, stabilitas tangkapan,
kesejahteraan, dan keamanan melaut yang tidak dapat berubah hanya melalui penyampaian
informasi. Komunikasi mungkin lebih dahulu memengaruhi pemahaman dan kepatuhan
sebelum diterjemahkan menjadi perubahan sosial ekonomi. Selain itu, VIF yang tinggi
menunjukkan tumpang tindih yang kuat antara komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.
Oleh sebab itu, koefisien negatif yang tidak signifikan lebih tepat dipahami sebagai
kemungkinan ketidakstabilan estimasi daripada bukti adanya dampak yang merugikan.
Pengujian variabel implementasi orde tinggi, ukuran sampel yang lebih besar, atau spesifikasi
model alternatif diperlukan untuk menilai kepentingan relatif setiap dimensi secara lebih tegas.

Koefisien struktur birokrasi terhadap hasil nelayan bersifat positif, tetapi tidak
signifikan pada 0=0,05. Secara substantif, pola ini tetap relevan karena alokasi kuota, penetapan
pelabuhan, pelaporan, dan pengawasan bergantung pada pembagian kewenangan serta
koordinasi antar instansi. Prosedur yang terfragmentasi dapat menunda layanan dan
meningkatkan biaya kepatuhan, sedangkan pengaturan yang koheren dapat memperbaiki akses
dan kepastian. Namun, VIF struktur birokrasi yang sangat tinggi tidak memungkinkan
penarikan kesimpulan mengenai kontribusi independennya. Hasil tersebut lebih tepat
diperlakukan sebagai indikasi untuk penelitian lanjutan.

Komunikasi dan persepsi keberlanjutan usaha

Pada pelaku usaha perikanan, komunikasi berhubungan positif dan signifikan dengan
persepsi aktivitas dan keberlanjutan usaha. Pelaku usaha mengambil keputusan mengenai
pengerahan armada, pasokan bahan baku, kontrak, kapasitas pengolahan, dan investasi dalam
batasan regulasi. Informasi yang jelas dan stabil mengenai alokasi kuota, kewajiban pendaratan,
perizinan, pelaporan, serta penegakan aturan dapat mengurangi ketidakpastian dan mendukung
perencanaan. Kajian komunikasi PIT di Indonesia juga menekankan pentingnya konsistensi
pesan, pemilihan saluran yang sesuai, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Gerungan et al.,
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2024). Bukti internasional mengenai perikanan berbasis hak menunjukkan bahwa sistem kuota
memengaruhi distribusi nilai ekonomi; karena itu, transparansi dan prediktabilitas menjadi
unsur penting bagi legitimasi kebijakan dan keputusan investasi (Hoshino et al., 2020;
Bertheussen & Vassdal, 2023).

Tidak signifikannya sumber daya pada model pelaku usaha tidak menunjukkan bahwa
fasilitas, personel, atau teknologi tidak relevan. Hasil tersebut hanya menunjukkan bahwa,
setelah dimensi implementasi lain diperhitungkan, penelitian ini tidak menemukan hubungan
langsung yang unik pada sampel yang dianalisis. Pelaku usaha yang lebih mapan mungkin
memiliki kapasitas internal untuk menyerap keterbatasan sumber daya, sementara
ketidakpastian aturan dan interpretasi administrasi tetap menjadi persoalan yang lebih segera.
Aktivitas usaha juga dipengaruhi oleh harga bahan bakar, permintaan pasar, standar ekspor,
kontinuitas pasokan, dan akses modal yang tidak dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu,
R2 sebesar 0,564 menunjukkan daya jelas moderat, bukan gambaran lengkap mengenai
keberlanjutan usaha perikanan.

Implikasi kebijakan dan keterbatasan penelitian

Dari perspektif implementasi yang berkeadilan, temuan penelitian mendukung
intervensi yang berbeda tetapi tetap terkoordinasi. Dukungan bagi nelayan lokal dapat
diarahkan pada layanan pendaratan dan pelaporan yang mudah diakses, pendampingan sistem
digital, pelatihan, sarana keselamatan, dan pengurangan biaya kepatuhan. Bagi pelaku usaha,
komunikasi perlu mencakup jadwal implementasi yang stabil, informasi kuota yang transparan,
interpretasi yang konsisten antar instansi, serta mekanisme penyelesaian ketidakpastian
administrasi. Kedua strategi perlu dihubungkan karena kontinuitas usaha bergantung pada
pasokan ikan, sedangkan nelayan bergantung pada pasar dan jaringan pengolahan yang
berfungsi. Tata kelola perikanan berkelanjutan semakin menuntut penggabungan tujuan
ekologis dengan kesejahteraan, resiliensi, dan distribusi manfaat yang adil (Crosman et al.,
2022; Roberts et al., 2024).

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Sampel sebanyak 51 responden dipilih secara
purposif dan komposisi responden menurut kategori nelayan dan pelaku usaha tidak tersedia,
sehingga generalisasi dan analisis subkelompok terbatas. Desain potong lintang menangkap
persepsi pada satu periode dan tidak membuktikan urutan kausal. Variabel hasil didasarkan
pada respons Likert, bukan catatan pendapatan, hasil tangkapan, biaya, atau kinerja perusahaan
yang diverifikasi. Validitas diskriminan belum dievaluasi dengan HTMT atau Fornell-Larcker,
sedangkan multi kolinearitas tinggi pada model nelayan dapat memengaruhi kestabilan
koefisien jalur. Dengan batasan tersebut, temuan lebih tepat digunakan sebagai bukti eksploratif
untuk penyempurnaan implementasi dan dasar studi konfirmatori berikutnya.

KESIMPULAN

Dimensi implementasi PIT berbasis kuota menunjukkan hubungan yang berbeda pada
dua kelompok pemangku kepentingan di Kota Bitung. Sumber daya berhubungan positif dan
signifikan dengan persepsi kondisi sosial ekonomi nelayan lokal, sedangkan komunikasi
berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi aktivitas dan keberlanjutan pelaku usaha
perikanan. Model nelayan menjelaskan 76,0% variasi hasil, sedangkan model pelaku usaha
menjelaskan 56,4%. Dimensi lain tidak menunjukkan hubungan yang signifikan pada a=0,05.
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Pelaksanaan PIT perlu memadukan dukungan sumber daya yang nyata bagi nelayan
lokal dengan komunikasi regulasi yang jelas, konsisten, transparan, dan tepat waktu bagi pelaku
usaha. Koefisien pada model nelayan harus ditafsirkan secara hati-hati karena kolinearitas
tinggi. Penelitian berikutnya perlu menggunakan sampel yang lebih besar dan berstrata,
melaporkan komposisi responden, menggabungkan indikator sosial ekonomi objektif,
mendokumentasikan temuan kualitatif, dan melengkapi pengujian validitas diskriminan.
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